
a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017
dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna
telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45
Tahun 2016 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan
Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standardisasi Harga
Pengadaan Barang/iJasa Kebutuhan Pernerintah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2017;

b. bahwa dengan adanya perkembangan kebutuhan Organisasi
Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang belum terakomodir
dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2016,
maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Gubernur ten tang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Standardisasi Biaya
Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan
Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017;

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara
Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia .Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 5679);
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Standardisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Standardisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan
Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2007 tentang
Standardisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007
Nomor 55);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indo­
nesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2007 ten tang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27' Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
ten tang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor I,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
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SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Ser.t~m'bo::.~2(H7

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 7 ger·+.l~l'lIbor 2')11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal II

Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas (Kode Kegiatan 01-01-02-00-00-00-00) dalam
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Standardisasi Biaya
Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standardisasi Harga Pengadaan
Barang/Uasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 (Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 45) diubah menjadi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini.

Pasal I

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG
STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA
PEMELIHARAAN, DAN STANDARDISASI HARGA PENGADAAN
BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2017.

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya
Pemeliharaan, Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barangj Jasa
Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 (Berita
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 45);
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KODE KEGIATAN URAIAN KEGIAT AN SATUAN
BIAYA KETERANGAN
Rp.

01 01 02 00 00 00 00 BIAYA PERJALANAN DlNAS

01 01 02 01 00 00 00 Satuan Biaya Uang Harian .. 1\. Tugas khusus adalah kegiatan
untuk Perjalanan Dinas di luar jam kerja, dan atau
Dalam Negeri : rnermliki resiko tanggung

01 01 02 01 01 00 00 Dalam Kota jawab besar, dan atau tingkat.
OJ 01 02 01 0] 00 00 Dalam Kola (Iebih dan 8 OH 150.000 kesulitan tinggi, yaitu :

jam) / Fullboard Dalarn Kcta kegiatan pernunguian
pajak Zpenanganan piutang

01 OJ 0'.2 01 02 00 00 Dalarn Kota Kegiatan Tugas OH 75.000 dengan sistern dor to dor,

Khusus pengiriman surat mendesak di
luar jam kerja.

01 01 02 01 02 00 00 Dalam Daerah 13. Biaya Perjalanan Dmas DaJam

01 01 02 01 02 01 00 Gubcrnu r, Wakil Gubernur. OH l.000.000 Daerah diberikan kepada

Pirnpman DPRD PNS/Non PNSyang

01 01 02 U1 02 02 00 Anggota DPRD 011 850.000 melakukan kegiatan /
pekerjaan diluar kantor yang

01 01 02 01 02 03 00 Selain Pejabai OH 370.000 berkaitan dengan
Nezara/ Peiabat Daerah pelaksanaan tugas kantor /

instarisi dengan ketentuan
01 01 02 01 03 00 00 Luar Daerah minimal 5 (hrna)kilometer
OJ U I 02 U 1 03 01 00 Gubernur, WakiJ Gubernur, OH 1.500.000 dari batas Kotay Kabupaten

Pimpinan DPRD tempat kedudukan.
01 01 02 01 03 02 00 Anggota DPRD OH 1.250.000 C. Uang Harian untuk perjaJanan
01 01 02 01 03 03 00 Selain Pejabat Negara/ dinas dari Jepara ke

Pejabat Daerah Karimunjawa disamakan

01 OJ 02 01 03 03 01 Aceh OK 360.000 dengan uang harian daJam
daerab.

01 01 02 01 03 03 02 Surnatcra Utara OK 370.000
01 01 OJ 0] 03 03 03 J~iau OK 370.000 D. Untuk Perjalanan Dinas ke
01 OJ 02 01 03 03 04 Kepulauan Riau OK 370.000 Luar Negeri, mengacu kepada
r--' Standar Peraturan Menteri01 01 02 01 03 03 05 Jambi OK 370.000

Keuangan Nomor
01 01 02 OJ 03 03 06 Surnatcra Barat OK 380.000 33/PMK.02/2016 tentang
01 01 02 01 03 03 07 Surnatera Selman OK 380.000 Standar Biaya Masukanr--
01 UI 02 01 03 03 08 Lampung OK 380.000 Tahun Anggaran 2017

01 Ul U2 Ol 03 03 09 Bengkulu OK 380.000
01 01 02 01 03 03 10 Bangka Beln.ung OK 410.000
0] OJ OJ OJ. 03 03 11 Bariten OK 370.000
01 OJ 02 01 03 03 12 Jawa Barat OK 430.000
()] 01 02 Ol 03 03 13 DKl Jakarta OK 530.000
01 01 02 01 03 03 14 Dr Yogyakarta OK 420.000
01 OJ 02 01 03 03 15 Jawa Tirnur OK 410.000
01 01 02 01 03 03 16 Bali OK 480.000
01 01 02 01 03 03 17 Nusa Tcnggara Barat OK 440.000
01 01 02 01 03 03 18 Nusa Tenggara Timur OK 430.000

LAMPIRAN
PERATURANGUBERNUR JAWA TENGAH
NOlVIOR . 59 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG STANDARDISASI BlAYA
KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN,
DAN STANDAI~D[SASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA
KEBUTUHAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2017
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KODE KEGIATAN URAIAN KEGIAT AN SATUAN
BIAYA KETERANGAN
Rp.

01 01 02 01 03 03 19 Kalimantan Barai OK 380.000

01 01 02 01 03 03 20 Kalimantan Tengah OK 360.000

01 01 02 OJ 03 03 21 Kaliman tan Selatan OK 380.000

01 01 02 01 03 03 22 Kalimantan Timur OK 430.000

01 01 02 01 03 03 23 Sulawesi Uiara OK 430.000

01 01 02 01 03 03 24 Gorontalo OK 370.000
01 01 02 01 03 03 25 Sulewasi Barai OK 410.000
0\ 01 02 01 03 03 26 Sulawesi Selatan OK 430.000

01 01 02 01 03 03 27 Sulawesi Tengah OK 370.000
UJ 01 02 01 03 03 28 Sulawesi Tcnggara OK 380.000

UJ 01 D2 01 03 03 29 Maluku OK 380.000
01 01 OL 01 03 03 30 Maluku Utara OK 430.000
- ~
OJ UJ 02 01 03 03 31 Papua OK 580.000

OJ 01 02 01 t)J 03 32 Papua Barat OK 480.000 .
01 01 02 02 00 00 00 Uang Representasi Dalam

Daerah/Luar Daerah
01 01 01 02 01 00 00 Guber nur , Wakil Gubernur, Ol-l 750.000

Pirnpinan DPRD
01 01 02 02 02 00 00 Anggoia DPRD Ol-l 500.000

01 01 02 02 03 00 00 Eselcn 1 OJ:! 200.000
01 01 02 02 Oil 00 00 Eselon II OH 150.000

01 01 02 03 00 00 00 Perjalanan Dinas Liter UP E. .Jarak antar kota se .Jawa
menggunakan kendaraan Tengah terlarnpir. Untuk
Dinas/Pribadi, kebutuhan tujuan diluar Ibukota
rata-rata BBM adalah 1 Kabupaten /Kcta diberi
liter untuk menempuh tambahan BBM sesuai dengan
jarak 7 Km kebutuhan nil (tambahan

jarak yang diternpuh}, yang
pertanggungjawabannya
disertai dengan bukti
pembelian BBM.

F. Transport keberangkatan dan
kcpulangan perjalanan d.inas
rombongan dapat
menggunakan sewa mobil,
dengan mempertimbangkan
efisiensi dan efektivitas
dibandingkan transport
perjalanan dinas per orang.

G. Perjalanan Perangkai /
Pendamping Gubernur , Wakil
Gubernur, dan Sekretaris
Daerah yang menggunakan
pesawat terbang boleh
menggunakan kelas yang
sarna.

01 01 02 04 01 00 00 Biaya Taksi H. Biaya Taksi dapat diberikan 2
UJ Ul 02 0-1 01 01 00 lJalam Daerah Org kali 50.000 kali (PPJ diternpat kedudukan

dan 2 kali (PP) d itcrnpat
tujuan.



- 3-

KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN SATUAN BIAYA KETERANGAN
Rp.

I

01 01 02 04 02 00 00 Luar Daerah

01 01 02 U4 02 01 00 Aceh OK 180.000

01 01 02 04 02 02 00 Surnatcra Ut.ara OK 164.000

UJ UJ 02 ()..j 02 03 00 Riau OK 140.000

01 01 02 04 02 04 00 Kepu1auan Riau OK lS2.000

01 01 02 ()4 02 05 00 Jambi OK 120.000

OJ 01 02 ()...l 02 06 00 Sumatera Barat OK 250.000

01 OJ 02 (H 02 07 00 Surnatcra Sclatan ox lS0.000
Ol 01 02 OLI 02 08 00 Lampung OK 220.000
01 01 02 ()4 02 09 00 Berigkulu OK 160.000

I 0 1 01 02 O~f 02 10 00 Bangka Behtung OK 120.000

01 01 02 ()4 02 1 1 00 Banteri OK 570.000

Ul 01 02 lH 02 12 DO Jawa Barat OK 120.000 .
UJ 01 02 04 02 13 00 DK] Jakarla OK 340.000

01 01 02 04 02 14 no 01 Yogyakarra OK 140.000
(ll OJ 02 O..j 02 15 00 .Jawa 'l'irnu r OK 250.000
OJ OJ 02 04 02 16 00 l:3all OK 200.000

01 Ul 02 (H 02 17 00 Nusa Tenggara Barai OK 96.000

01 01 02 04 02 18 00 Nu sa Teriggara Tirn u r OK 144.000

OJ OJ 02 O..j 02 19 00 Kalimantan Barai OK lS0.000

OJ 01 02 ()4 02 20 00 Kalimantan Tcngah OK 140.000
01 OJ 02 04 02 21 00 Kalimantan SeJatan ox 180.000
01 01 0:2 04 02 22 00 Kalimantan 'l'imur OK 580.000
01 01 02 04 02 23 00 Sulawesi Utara OK 220.000
OJ 01 02 04 02 24 00 Gorontalo OK 230.000
01 01 02 04 02 25 00 Sulewasi Barat OK 250.000
01 OJ Ul 04 02 26 00 Sulawesi Selatan OK 240.000
lJl 01 02 ().l 02 27 00 Sulawesi Tengah OK 96.000
Ul 01 02 04 02 28 00 S'ulawc si Tcnggara OK 230.000
UI 01 02 04 02 29 00 Maluku OK 342.000
0] 01 02 04 02 30 00 Maluku Uiara OK 220.000
OJ 01 02 04 02 31 00 Papua OK 630.000
01 01 ()2 04 02 32 00 Papua Bar at OK 250.000

01 01 02 05 00 00 00 Biaya Penginapan
01 01 02 05 01 00 00 Dalam Daerah (Jawa Tengah) 1. Satuan Biaya Pengmapan
01 01 02 05 01 01 00 Gubernur, Wakil Gubernur, OH 4.150.000 Oinas Dalam Negeri

Eselon I, Pirnpinan OPRO merupakan satuan biaya yang

01 01 02 OS 01 02 00 Eselon II, Anggota DPRO OH 1.480.000 digunakan pengalokasian

01 01 02 OS 01 OJ 00 Eselon Ill/Eselon IV OH 850.000
biaya penginapan dalam RKA
sesuai dengan

01 01 02 05 01 O~l 00 Golongan IV/Golongan III OH 550.000 peruntukannya.
1)1 OJ 02 OS 01 05 00 Golongan 1/ II OH 360.000

J. Biaya penginapan 1 kamar
01 01 02 05 02 00 00 Luar Daerah digunakan untuk 2 orang

01 01 02 05 02 01 00 Gubernur, Wakil Gubernur, Eselon I, atau lcbih dapat melebihi
Pimpinan DPRD staridar, dengan keteruuan

tarif riil maksirnal sebesarIII 01 U2 OS 02 01 01 /\ceh OH 4.420.000 gabungan tarif standar
tll 01 02 05 02 01 02 Surnatera Utara OH 4.960.000 bersangku tan.
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I{ODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN SATUAN
BIAYA KETERANGAN
Rp.

=-1
o i j o: 02 05 02 01 03 Riau 01-1 3.820.000 1<. Biaya penginapan khusus

0] U] U2 05 02 01 04 Kepulauan Riau OH 4.275.000 Perangkat./ Pendam ping

OJ OJ 02 05 02 01 05 Jambi OH 4.000.000
Gubernur, Wakil Gubernur,
Pimpinan OPRO dan

OJ 0] ()2 O~ 02 0] 06 Surnatera Barat OJI 4.240.000 Sekretaris Daerah yang
U] lJI 02 05 02 OJ 07 Surnatera Selatan 011 4.680.000 melakukan perjalanan dinas

OJ OJ 02 05 02 01 08 Lampung OH 3.960.000 pendampingan dapat melebihr

OJ ()J 02 05 02 01 09 Bengkulu OIl 1.300.000 standar yang bcrlaku.

UJ OJ ()2 05 0:2 01 10 Bangka Behtu ng 01-1 3.335.000
I-

Untuk biaya penginapan bagi() I , () 1 02 05 02 01 11 Banten OJ-! 3.810.000 L.

01 01 U2 OS 02 OJ 12 .Jawa Barat OJ-! 3.700.000 Non PNS sesuai dengan strata

OJ 01 ()2 05 02 01 13 I)KI .Jakar ta 011 8.720.000
pendidikan :

01 OJ 02 05 02 01 14 Jawa Tengah OH 4.150.000 1. Sarjana keaias - disetarakan
01 U1 ()2 OS 02 01 15 DI Yogyakarta all 4.700.000 Golongan III

01 01 02 05 02 01 16 Jawa Timur 01-1 4.400.000 2. sampai dehgan 03 -

01 01 02 05 02 01 17 Bali OH 4.890.000 disetarakan Golongan II

01 UI 02 OS 02 01 18 Nu sa Tcnggara Barat 011 3.500.000

OJ 0] 02 as 02 01 19 Nu sa Tenggara Timur 011 3.000.000
01 01 U2 05 0:2 01 20 Kalimantan Barat OH 2.400.000
01 01 02 05 02 01 21 Kalimantan Terigah OIl 3.000.000

01 OJ 02 05 0'2 01 22 Kaliman tan Selman 01-1 4.250.000
01 01 02 OS 02 01 23 Kalimantan Tirnur Ol-l 4.000.000
r--
01 01 02 05 02 01 24 Kalimantan Ut.ara 01-1 4.000.000
OJ 01 02 05 02 01 25 Sulawesi Utara OIl 3.200.000
01 Ul 02 05 02 01 26 Goront.alo 01-1 1.320.000
r-()I 01 02 OS 02 01 27 Su lewasi Barat 01-1 1.260.000

01 01 (l2 05 02 OJ 28 Sulawesi Selaran all 4.820.000
01 01 U2 05 02 01 29 Sulawesi Tcngah OH 2 030.000
01 0] 02 05 02 01 30 Strlawes: Tcnggara OH 1.850.000
01 0] 02 05 02 01 3] Maluku OJI 3.000.000
01 01 02 05 02 01 32 Maluku Utara 01-1 3.110.000--
01 01 02 05 02 01 33 Papua all 2.850.000
01 01 ()2 05 02 OJ 34 Papua Barat all 2.750.000

"01 01 02 05 02 02 00 Eselon II, Anggota DPRD

OJ 01 02 05 02 02 01 Aceh 01-1 1.300.000~
01 01 02 05 02 02 02 Sumalera Utara OI-J 1.214.000
01 01 02 05 02 02 03 Riau OI-l 1.200.000
lJI OJ 02 05 02 02 04 Kepulauan Riau 011 1.300.000
01 UJ 02 05 02 02 05 .Jarnbi OH 1.200.000
01 01 02 OS 02 02 or) Su matera Barat Oil 1.160.000
01 0] 02 05 02 02 07 Surnatera Se lat an 01[ 1.250.000-
UI OJ 02 05 02 02 08 Lampung OH 1.300.000
I-
01 OJ 02 05 02 02 09 Bengkulu 01-1 790.000
01 01 02 05 02 02 10 Bangka Belitung 011 1.350.000
01 III 02 OS 02 02 11 L3anten OH 1.430.000--
UI UI U2 05 02 02 J2 .Jawa Barat OJ-! 1.760.000
01 0] 02 OS 02 02 13 DKJ Jakarta OJI 1.490.000._ -
Ol 01 02 05 02 02 14 Jawa Tengah OIl 1.480.000
01 01 02 05 02 02 15 Dl Yogyakarta 011 1.350.000
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KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN SATUAN
BIAYA KETERANGAN
Rp.

f-
01 01 02 05 02 02 16 .Jawa Tirnur 011 1.370.000

01 01 02 OS 02 02 17 Ball OH 1.810.000
01 OJ 02 OS 02 02 18 Nusa Teriggara Barat OH 1.760.000

01 UI U2 05 02 02 19 Nusa Tenggara Tirnur 01-1 1.050.000
01 01 02 05 02 02 20 Kalimantan Barat OH 1.230.000
01 01 02 OS 02 02 21 Kalimantan Tengah OJ-! 1.560.000

01 01 02 OS 02 02 22 Kalimantan Sclatan OIl 1.680.000

01 01 02 05 02 02 23 Kalimantan Tirnur 011 1 750.000
- -
• (J 1 01 02 05 02 02 24 Kalirnan tan Utara OH 1.750.000
101 III 02 05 02 02 25 Sulawesi Utara OH 1.560.000
()I 01 02 05 02 02 26 Gororu.alo OJ-! 1,IS(').000

01 01 02 05 02 02 27 Sulewasi Barai OJ-! 1.030,000
()1 ()1 {J2 05 02 02 28 Sulawesi Sclatan 011 1.~SO.OOO
lJl ()J 02 05 02 02 29 Sulawesi Tengah 011 1.300.000 .
01 01 02 05 02 0'2 30 Sulawesi Tcnggara OH 1.100.000

01 ()1 02 05 02 02 31 lVla1uku OH 1.030.000
01 Ul 02 05 02 02 32 lVlaluku Utara OH 1.520.000
01 01 02 05 02 02 33 Papua OH 1.670.000

OJ 01 0.2 05 02 02 34 Papua Barat 01-1 1.490.000

01 01 02 05 02 03 00 Eselon Ill/Eseion IV -
01 01 02 OS 02 03 01 Acch OJI 850.000
01 UI 02 05 02 03 02 Surnatera Utara 011 703,000
Ul 01 CJ2 05 02 03 03 Riau 01-1 868.000
()I 01 02 05 02 03 04 Kepulauan Riau 01-1 650.000
01 01 02 05 02 03 05 .Jarnbi orr 740.000
Ul 01 0..2 0::> 02 03 06 Sumatcra Barat OH 890.000
01 ll] (}2 OS 02 03 07 Strrn atera S(']atan Oil 630.000
01 01 02 05 02 03 08 Lampung Oil 790.000
01 01 02 05 02 03 09 13cngkulu OH 720.000
-
01 01 02 05 02 03 10 Bangka Beliturig OH 850.000
0] 01 02 05 02 03 11 13an ten 01-1 800.000
01 01 (),2 05 02 03 12 .Jawa Barai 01-1 800.000
01 UI 02 05 02 03 13 OKJ Jakarta 01-1 870.000
01 01 02 05 02 03 14 .Iawa Tengah 011 850.000
01 01 02 05 02 03 15 DI Yogyakana OH 810.000
01 01 02 05 02 03 16 .Jawa Tirn ur OH 850.000
01 01 02 05 02 03 17 Bali 0]-[ 990.000
01 01 02 05 02 03 18 Nusa Tcnggara l3arat OH 800.000
01 01 02 05 02 03 19 Nusa Tenggara Timur 01-1 750.000
()l 01 02 05 02 03 20 Kalimantan Barai 0]-[ 900.000
I-
01 01 02 05 02 03 21 Kahmaritan Tcngah OH 750.000
01 01 02 05 02 03 22 Kalimantan Sclatan OH 820.000
(J I 01 02 05 02 03 23 Kalimantan Timur 011 950.000
0] 01 02 05 02 03 24 Kalimantan Utara OH 620.000
f-
01 Ul 0.2 05 ()2 03 25 Sulawesi Utara OH 690.000
0] 01 02 05 02 03 26 Gorontalo OJ-! 550,000~
01 01 02 05 02 03 27 Sulcwasi Barat Of-! 860.000r() ] _.-

0] ()~ 05 02 03 28 Sulawesi Sclatan OJI 810.000
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KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN SATUAN
BIAYA

KETERANGAN
Rp.

b--_r=

01 01 02 05 02 03 29 Sulawesi Tengah Oll 900.000

01 01 02 05 02 03 30 Sutawesi Teriggara 01-1 600.000
I---
()I 01 02 05 02 03 31 Maluku OH 740.000
-I-

01 01 OJ OS 02 03 32 Maluku Uiara 011 600.000

01 01 02 05 02 03 33 Papua OJ-! 760.000

01 01 02 05 02 03 34 Papua Barat OH 760.000

01 01 02 05 02 04 00 Golongan IV IGolongan III

01 01 02 05 02 04 01 Aceh OH 450.000

01 01 02 05 02 04 02 Surnatera Utara 01-1 510.000

OJ OJ 02 05 02 04 03 I~iau OH 450.000

01 01 02 05 02 04 04 Kepulauan Riau OH 510.000
-

01 01 02 05 02 04 OS .Jarnbi Ofl 400.000

01 OJ U2 05 02 04 06 Sumatera Barat 011 520.000 .
f- f0-
Ol 01 02 05 02 04 07 Sumatera Selman OH 560.000
f.-
OJ 01 02 05 02 0<1 OS Larnpung OH 400.000-
01 01 02 05 02 0<1 09 13engkuJu Of-! 560.000

01 UI 02 05 02 04 10 Barigka Bcluung OH 400.000

OJ ()J 02 05 02 0-1 I1 Banteri 011 640.000

,OJ 01 02 05 02 0-1 12 .Jawa Barat 011 560.000

OJ OJ U2 05 02 04 13 DKI Jakarta OH 610.000

OJ OJ 02 05 02 04 14 .Jawa Tengah 011 450.000

OJ OJ 02 05 02 04 15 DJ Yogyakana OH 630.000

Ol UJ 02 05 02 04 16 Jawa Timur OH 450.000

OJ OJ 02 05 02 0'1 17 Bali 011 910.000

01 OJ 02 05 02 04 18 Nusa 'l'enggara Barat 01-1 580.000

U] Ol 02 05 02 04 19 Nusa Tcnggara Timur OH 550.000

lJI OJ 02 05 02 04 20 Kalimantan Barat OH 430.000

OJ 01 02 05 02 04 21 Kalimantan Tcngah OH 560.000

01 OJ 02 05 02 04 22 Kalimantan Selatan OH 540.000

OJ 01 02 OS 02 04 23 Kahrnantan Tirnu r OH 550.000

01 OJ 02 OS 02 0-1 24 Kalimantan Utara 011 400.000

01 01 02 05 02 0-1 25 Sulawesi Utara OH 550.000
(J J lJJ UJ 05 02 (H 26 Goron t alo 01-1 400.000
I----
01 0] 02 OS 02 0'+ 27 Sulewasi Barat 01-1 400.000

01 UJ U'2 05 0:2 04 28 Sulawesi Sclatan OH 580.000
I-
Ol 01 02 05 02 CH 29 Sulawesi Tcngah OJ[ 520.000

OJ 0] 0:2 OS 02 0-1 30 Sulawesi Teriggara Oil 450.000

OJ Ul 02 05 02 0-1 31 Malu ku OH 580.000

0] OJ 02 05 02 0"1 32 Maluku Utara 0]-( 480.000

01 OJ 02 05 02 04 33 Papua OI-J 460.000

o I 01 02 05 02 04 34 Papua Barat OH 400.000

01 01 02 05 02 05 00 Golongan Jill
I---
OJ UJ 02 05 02 05 01 Aceh OH 400.000---
OJ ()J 02 05 02 OS 02 Su matora Utara 011 310.000

01 OJ 02 OS 02 05 03 l~iau OH 380.000
01 01 02 05 02 OS 04 Kepulauan Riau OJ-] 280.0001---
0] OJ 02 05 02 OS OS Jambi OH 290.000



- 7 .

KODE KEGIATAN URAIAN KEGIAT AN SATUAN
BlAYA KETERANGAN
Rp.

01 01 0'205 02 05 06 Surnatera Barat OH. 310.000

01 01 02 05 02 05 07 Sumatera Selatan OH 340.000

0] 0] 02 05 02 05 08 Lampung OH. 360.000

tl] 0] 02 05 02 05 09 Bengkulu OIl 300,000

ll] 0] 02 05 02 05 10 Bangka Belitung all 300.000

01 0] 02 05 02 05 1 1 Ban ten OH 400,000

0] 0] L)2 05 02 05 12 Jawa Barat OH 460,000

OJ 0] 02 05 02 05 13 DIG Jakarta OH 400.000

0] 0] 02 05 02 05 14 J3\\'a Tengah OH 360.000

01 0] 01 05 02 0;:;15 DI Yogyakarra 0]1 460.000

0] 0] 02 05 02 05 16 .Jawa Tirnur all 33e),000

()I 01 02 05 02 05 17 Bali OH 660.000

01 ()J lJ1 05 02 05 J8 Nusa Tenggara Barai OH. 360.000

0] 0] 02 05 02 OS 19 Nusa Tenggara Tirnur 01-1 300.00b .
01 0) 02 05 02 05 20 Kalimantan Barai OH 350.000
f--
01 U1 01 OS 02 05 2) Kalimantan Tcngah 011 350.000

01 0] 02 05 02 05 22 Kalimantan SeJatan OH 390.000

UI 01 OL 05 02 OS 23 Kalimantan Timur OH 450.000

0] 01 02 05 02 05 24 Kalimantan Utara 01-1 350.000

01 01 02 05 02 05 25 Sulawesi Utara all 370.000

01 01 02 05 02 05 26 Gorontalo OH 260.000

0] 0] 02 05 02 05 27 Sulewasi Barai 01-1 360,000

Ol OJ 02 05 02 05 28 Sulawesi ScJatan OIl 390,000
I-- -
01 01 02 05 02 05 29 Sulawesi Tcngah 01-1 390,000

UI 01 02 05 02 05 30 Sulawesi Tcriggara all 420.000

OJ OJ 02 05 02 05 31 Maluku all 410.000

0] 0] OL 05 0:205 32 Maluku Utara OH 380.000
()J 01 02 05 02 05 33 Papua 01-1 410.000

OJ 01 02 05 02 05 34 Papua Barat 011 370.000

01 01 02 06 00 00 00 Uang Harian Paket M. Apabila dalam kegiatan paket
Fullboard full board Panitia tidak

01 01 02 06 01 00 00 Dalam Daerah mem berikan uang paket
OJ OJ 02 ()(J 01 OJ 00 Cruuernur, Wal<11Guber nur , all 700.000 harian fullboard, malca

Pirnpinan DPRD kepada peserta yang

\)J o 1 ()2 06 01 02 00 I\nggota DI~I~]) OJ--! 500,000
berangkat dapat dibenkan
uang harlan fullboard dengan

01 01 02 ll6 01 03 00 Scla m Pejabat Ncgaraj 01-1 130.000 mcmbuat pernyataan bahwa
Pcjabat Daerah uang harlan full board tidak

I ditanggung penyeJcnggara.

01 01 02 06 02 00 00 Luar Daerah
f--
01 01 02 06 02 01 00 Gubcrnur, Wakil Gubernur, 01-1 900.000

Pimp irian Dl'l-?D
U! UI 02 06 02 02 00 Anggota ])PI·m 01-1 700.000

01 0] 02 OC) 02 03 00 Selain Pejabai Negaraj OH.
Pejabat Daerah

f-- f-
01 OJ 02 06 02 03 01 Aceh 01-1 120.000
OJ ()J 02 06 02 03 02 Sumatcra Uiara all 130.000
f--
(JI 0] 02 ()() 02 03 03 RIaL! all 130.000
() ] 01 02 06 02 03 O~l Kepulauan Riau OH 130.000- --
Ol L)1 02 06 02 03 05 Jambi 01-1 130,000
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GUBERNUR JAWA TENGAH,

KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN SATUAN
BIAYA KETERANGAN
Rp.

01 01 02 06 02 03 or) Su matera Barai 011 120.000

01 01 02 06 02 03 07 Surnatera Sela ta n OH 120.000

01 01 02 06 02 03 08 Larnpung OH 130.000

0] 01 02 06 02 03 09 Bcngkulu 01-1 130.000

01 01 02 06 02 03 10 Bangka Helitung Ol-l 130.000

01 01 02 06 02 03 I1 Hanten OH 120.000

01 01 02 06 02 03 12 Jawa Barat 01-[ 150.000

01 01 02 06 02 03 13 DKI Jakarta OH 180.000

01 01 02 06 02 03 14 DI Yogyakarta Ol-l 140.000

01 01 02 or) 02 03 15 .Jawa T'im ur OIl 140.000

01 01 02 06 02 03 16 nail Oil 160.000

01 01 02 06 02 03 17 Nusa Tcnggara Barat OH 150.000

01 01 02 06 02 03 18 Nusa Tenggara Tirnur 01-1 140.000

01 01 02 06 02 03 19 Kalimantan Barat OH 130.000

01 01 02 06 02 03 20 Kalirrian tan Tcngah 01-1 120.000

01 01 02 06 02 03 21 Kalimantan Sclat an Oil 130.000

01 01 02 06 02 03 22 Kalimantan 'l'irnur 011 150.000

01 01 02 06 02 03 23 Su lawe si Utara OJ-:[ 150.000

01 01 02 06 02 03 24 Gororitalo OIl 130.000

01 01 02 06 02 03 25 Sulewasi Barat OH 130.000

01 01 02 06 02 03 26 Sulawesi Selat.an OH 120.000

01 01 02 06 02 03 27 Sulawesi Tcngah OH 150.0()0

01 01 02 06 02 03 28 Sulawesi Tenggara 01-1 130.000

01 01 02 06 02 03 29 Maluku 01-1 ]20.000

01 01 02 06 02 03 30 Maluku Utara 011 130.000

01 01 02 06 02 03 31 Papua OJ-{ 200.000

01 01 02 06 02 03 32 Papua Barat 01-1 160.000
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